PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURABAYA

SALINAN
No. 7/C ; 22-11-1993

PERATURAN DAERAH ROTAMADYA DAERAH TINGEAT I1 SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 19393

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KCTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIRKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju
pembangunan dan mutu pelayanan kepada
masyarakat di Daerah, maka gerak operasional
Pewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung
dengan dana yvang memadai ;

b. bahwa sehubungan dengan hal diatas asrta
dengan memperhatikan XKemampuan keuangan
Daerah, dipandang periu mengubah untuk pertama
kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
i1 Sursbaya HNomor 4 Tahun 1981 dengan
suatu Peraturan Doerah.

Mengingat 1 1. Undang-urdang Homor 5 Tghun 1874 tentang
Pokok~-pokok Pemerincahan di Dasrah ;
2. Undang-undang Nomor 1€ Tahun 1950 +tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Prepinel Jawa Timur,/Jawz Tengah,/Jawa Barat dan
Dazsrah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1985
3. Undang-undang Nomor & Tshun 1374 tentang

Pokok-Fokok Repegawaian

4. Peraturan Pemarintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, FPertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daersh, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daersh dan Fenyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan



ran  Menteri Dalam Negeril
1880 tentang
Ketua dan Ang
Daexrah

Ferati

gota  Dewan

Redudukan Keuangan
Perwakilan

Nomaor 1 Tahun
Ketua, Wakil
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8. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z  {ahun
1980 tentang Ketentuan LUndanﬁan Purna Bhaktl
Anggota Dewan Perwskilan Rakyat Daerah

8. Keputusen Henteri Dalam Hegeri Nowmor 11 Tahun
1960 tentang Pedoman Penyusunan Feraturan Tata
Tertib Dewan Perwskilan Rakyat Daerah o

10. Peraturan Dacrsh Kotamadya Daerzh Tingkat 17

sursbays Homor 4 Tahun 1331

tentang Keduduksen

Keuvangan Fetua, Wakil Ketua dan Angzota  Dewan
Ferwakiian Rakyvat Dzerah Kotamadysa Dasrah
Tingkat II Sursbays.

Dengan persctujuan Dewan Perwskilan Rakyst Daerah Kotamadya

Daereh Tingkat Il Surabaya.
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Peraburan Ketamadva Dasrah Tioagket Il
SurAabaya NLMuv 4 Tshun 1881 tentang Kedudukan
Keuangen Ketua, Wakil Ketus dan Anggoeta DNewan
Perwakilssn Rakydt wwerah Kotanadys Daerah Tingkatb
i1 Curabaya yang dieahken dengan Keputusan

Gukernur Kepals gket I Jawa Timur
tanggal 20 September 1991 ﬂqur 488/8 1831 dan
diundangkarn dal Lembaran Da&rah Eotamadya
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B. Pasal 14 ayat 2) diupah dan harus dibaca :

(2, Bezarnys Sana Penunjang wuatuk kegiatan
DFRD disediskzar dansa. Rp. 148.800. 003,00
{sepratus ampat uiuh aembilan Juta
sembilan ratus riba ruapish) setiap tahun:

Pasal 11

Peraturan Daeran inil wulail berlaku padsa tanggal 1
April 1983,

Agar supaya sstiap orang dapat mengehahulnya,
memerintshkan perngundansan Peraturan Dasrah  ini
dengan penemratannvya  dalam Lembar-n Daerah
Kotamadya Daernh Tingkat I1 Surabaya.

I

Surabaya, 30 Jupi 1383

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT II SURABAYA TINGKAT I1 SURABAYA
Ke tua,

ttd. ttd.

HARJOSO SOEPENC dr .H.POERNOMO KASIDI
Letkol CHB
NRP. 22021.

Disahkan dengan Keputusan Gubarnur Kepala Daeral Tingkat I
Timur tanggal 17 Nopember 1923 Noumor 400/P Tahun 18983.

Aun. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 7 JAWA TIMUR

Asisten 1 Sekretaris Wilayvah/ Daerah
{ Bidang Pemerintanan )

ttd.

Drs. MOH. SAFI1 AS”ARL
Pembina Utama Madya
NIP. 010 0b2 819

Diundangkan dalam Lembearan Daerah Kotamadya Dassirah Tingkat
Surabaya Seri C Tahun 19635 tanggal 2Z Nopember 1983 Nomor 7./c.

WAKTIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.
ISTIJONO SUNARTQO, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinva

An. Sekretaris Koctamadya
werah Tingkat IT Gurabaya
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IX.

PENJELAGSAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEAT 11 SURABAYA
NGMOR 6 TAHUN 1893
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
KEDUDUEAN KEUANGAN KETUA, WAKiL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM -

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketuas dan Anggota Lewan
Perwakilan Rakyat Daersh Kotamadyas Daerah Tingkat ir
Surabaya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabays Nomor 4 Tahun 1991 yang disahkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 20 September 19891 Nomor 498/P 1991 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
tanggal Z8 Oktober 1851 Seri C Nomor 5/C.

Dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 13 Pebruari 1993 Nomor 903,/875/FU0D perihal Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994, maka Peraturan
Daerah diatas perlu diubak wuntuk pertama kali untuk
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta guna
meningkatkan dukungan dana yang dipevluken oleh IPRD dalam
melakukan gerak operasionslnya.

Dengan ditevspkannve Pevaturan Daerzh ini diharapkan
P -
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peran serta DPRD semsiin meningket khusussyva dalam rangka
peningkatan pemnbangunan Daerah dan pelayanran kepada
masyarakat.

Pasal 1 : Cukup Jjelas.

Pasal 1II : Cukup Jelas.
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